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BUPATI BATU BARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGANMINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan bahantambang yang
merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan
pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia
dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan
berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan;

b. bahwa berdasarkanUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan BatubaradanPeraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota,PemerintahKabupaten/Kota mempunyai
kewenangan untuk menyusun Peraturan Perundang-Undangan
Daerah dalam rangka Pertambangan Mineral;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
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125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4959);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan -Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5235);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian
UrusanPemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah
Provinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan(LembaranNegara
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11Tahun 2006
tentang Jenis Rencana Usaha yang wajibdilengkapi dengan Analisis
Mengenai DampakLingkungan Hidup (AMDAL) ;

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun
2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan
Pengolahan dan Pemurnian Mineral;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun
2010 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2
Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu
Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2010 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3
Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun
2010 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010
tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara.

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu
dibidang Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-
undanganyang berlaku.

7. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di
bidangPertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuanyang didirikan
berdasarkan Hukum Indonesia danberkedudukan dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau
badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannyaberdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi kerakyatan yang berdasar atas azas kekeluargaan.

9. Badan adalah badan usaha dan koperasi.
10. Inspektur tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi
tambang.

11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan
dalamrangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan MineralBukan
Logam dan Batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,
studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan
pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan
pascatambang.

12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam,
yangmemiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur
ataugabungannya yang berbentuk batuan, baik dalam bentuk lepas
ataupadu.
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13. Batubaraadalah endapan senyawa organik karbonan yang
terbentuksecara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

14. Mineral Bukan Logamadalah kumpulan mineral yangberupa bijih atau
batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi,serta air tanah.

15. Mineral Bukan Logam meliputi intan, korundum, grafit,arsen, pasir
kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor,belerang, fosfat, halit,
asbes, talk, mika, magnesit,yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay,
zeolit, kaolin,feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang,
pirofilit,kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit,garam
batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

16. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah
diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit,
gabro, peridotit, basalt,trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug,batu
apung, opal,kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase,
kayuterkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry
besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai,batu kali, kerikil sungai
ayak tanpa pasir, pasir urug,pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu),
bahantimbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanahmerah
(laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasiryang tidak
mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam
dalam jumlah yang berarti ditinjaudari segi ekonomi pertambangan;

17. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah
wilayahyang memiliki potensi mineral dan/atau batubaradan tidak
terikatdengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan
bagiandari tata ruang nasional.

18. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut
WUPadalahbagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data,
potensi,dan/atau informasi geologi.

19. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut
WIUP,adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

20. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR,
adalahbagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha
pertambanganrakyat.

21. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka
pengusahaanmineral atau batubarayang meliputi tahapan kegiatan
penyelidikanumum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan,pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan
penjualan, serta pasca tambang.

22. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah
izinuntuk melaksanakan usaha pertambangan.

23. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk
melakukantahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi
kelayakan.


